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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba B be 
ت ta T te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R er 
ز ẓai Z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G ge 
ؼ fa F ef 
xi 
 
ؽ qaf Q qi 
ؾ kaf K ka 
ؿ lam L el 
ـ mim M em 
ف nun N en 
ك wau W we 
ق ha H ha 
ء hamzah ʼ apostof 
م ya Y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah a a 
 َا Kasrah i i 
 َا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َل fatḥah dan yā’ ai a dan i 
xii 
 
َْو ػى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفْي ك     : kaifa 
 َؿْو ه     : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َل...َ|  َا... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ل kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتا م : māta 
ى م ر : ramā 
 َلْيِق : qīla 
َُتُْو  يَ : yamūtu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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Contoh: 
َِؿا فْط لأاَُة ضْك ر : rauḍah al-atfāl 
َْل اَُة لِضا فْلاَُة نْػيِد  م  : al-madīnah al-fāḍilah 
َُة مْك
ِْلْ ا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh: 
ا نَّػب ر : rabbanā 
ا نْػيَّ نَ : najjainā 
 َق ْلْ ا : al-ḥaqq 
َُػن َمِّع  : nu”ima 
 َكُد ع : ‘aduwuun 
Jika huruf ل ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َّىِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
 َىِل ع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َِب ر ع : „Arabī (bukan, „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 
َُسْمَّشل ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
  ةَلَزْل َّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
  ةَفَسَْلفَْلا : al-falsafah 
  د َلالاِبَْلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َفْكُرُمْأ ت : ta’murūna 
  عْوَّنَلا : al-nau’ 
  ءْيَش : syai’un 
  تْرِم أ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِللااَُنْيِد dīnullāh َِللِاب billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َِللاِة ْحْ رَْفَِْمُه hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
xvi 
 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Dalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Abdul Halil 
NIM  : 10200115037 
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 
Judul : Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan 
Perda Kabupaten/kota Berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 (Telaah 
Ketatanegaraan Islam) 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) memahami konsep kewenangan 
dalam ketatanegaraan Islam, 2) mengetahui pandangan  ketatanegaraan Islam 
terhadap kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/kota. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 
penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan 
syar‟i. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Putusan MK Nomor 137/PUU-
XIII/2015 yang merupakan sumber data primer, kemudian menjadikan buku-buku 
hukum tata negara, buku-buku hukum tata negara Islam, UU, dan karya ilmiah 
dari pakar hukum sebagai sumber data sekunder, Metode pengolahan data 
dilakukan dengan mengidentifikasi, reduksi, dan editing data, kemudian 
menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literature yang 
representative dan mempunya relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian 
mengulas, dan menyimpulkannya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep kewenangan dalam 
ketatanegaraan Islam juga memberikan batasan batasan atau ruang lingkup 
terhadap lembaga-lembaga negara baik itu eksekutif, legislative dan yudikatif, 2) 
Terhadap kewenangan menteri dalam negeri membatalkan perda berdasarkan 
konsep pemerintahan yang baik adalah hal yang bertentangan dikarenakan dalam 
ketatanegaraan Islam juga menerapkan hirarki dalam peraturannya, sehingga 
peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative tidak boleh bertentangan dengan 
Al-Qur‟an dan Hadis. Namun apabila melihat dari konsep maslahah mursalah hal 
tersebut bisa saja dilakukan apabila berkaitan dengan asas kemanfaatan. 
Implikasi dari penelitian yakni diharapkan kepada pemerintah dalam 
menjalankan negara, maka hal yang paling penting adalah adanya check and 
balance antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif sebagai lembaga 
negara dalam menjalankan pemerintahan agar tidak ada lagi perselisihan atau 
tumpang tindih terkait dengan suatu kewenangan dalam menjalankan negara. Dan 
kepada lembaga eksekutif dan legislative dalam proses menciptakan hukum, 
haruslah tetap berpegang pada konstitusi yang merupakan Perundang-undangan 
tertinggi. Sama halnya dalam ketatanegaraan Islam yang menjadikan Al-Qur‟an 
dan Sunnah sebagai pegangan dalam menciptakan hukum yang baru.  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar 
jejaringan tatanan, bagaimana dan apapun bentuknya. Sosialitas menegaskan, 
bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan 
lainnya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami maka boleh dikatan 
bahwa jejaring tatanan manusia bersifat artifisial. Hukum adalah tatanan yang 
sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.
1
 
Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah, ide negara 
hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman 
Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa adalah 
mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan 
kebaikan. 
Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan 
menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh Immanuel Kant, 
Paul Laband, Julius Stahl, Fcht, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo 
Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” 
yang dipelopori oleh A.V. Dicey. 
Negara Republik Indonesia dibawah sistem Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 sesungguhnya dibangun atas pilar demokrasi 
konstitusional yang didalamnya terkandung dua prinsip utama, yaitu prinsip 
kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum. Dari kedua pilar inilah semestinya 
roda pemerintahan dijalankan secara demokratis dengan sistematis. Konsekuensi 
logis dari prinsip kedaulatan rakyat adalah mengharuskan untuk diterimanya 
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bahwa kewenangan yang diperoleh pemerintah bersumber dari rakyat sebagai 
pemilik dan pemegang kedaulatan.
2
 
Undang-Undang Dasar terdiri dari 37 Pasal batang tubuh sebagai isi, 4 
pasal aturan peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan sebagai perwujudan (dalam 
pasal-pasal) dari Pembukaanya. Untuk menyelenggarakan organisasi negara  
berdasarkan ketententuan pasal-pasal itu, maka secara tegas ditetapkan hal-hal 
sebagai berikut ini. 
1. Sebagai negara yang  berdasarkan atas hukum wewenang, 
pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi dengan penyelenggaraan oleh 
rakyat yang dijelmakan dalam Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR). 
2. Sebagai negara Kesatuan berbentuk Republik, kepala negaranya adalah 
Presiden sebagi penyelenggara pemerintah tertingi dan dibantu oleh para 
menteri negara yang tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). 
3. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas karena wajib 
bertanggungjawab kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat dan dalam 
melaksankan usaha mencapai tujuan negara wajib memperhatikan Dewan 
Perwakilan Rakyat.
3
 
Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa 
kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih 
partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari,oleh 
untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal 
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dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi 
arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.
4
 
Salah satu hasil SI-MPR adalah ditetapkannya TAP MPR tentang Sumber 
Hukum dan  Susunan Peraturan  Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai 
pengganti Tap No.XX/MPRS/1966 tentang Susunan dan Tertib peraturan 
Perundang-undangan Republik Indonesia. Susunan sebelumnya terdiri atas  UUD, 
TAP MPR, UU/ Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), 
Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presidan (Keppres), dan peraturan-
peraturan Pelaksana lainya seperti Peraturan Menteri, Instruski Menteri dan lain-
lain. Sedangkan dalam ketetapan MPR yang baru susunan mencangkup 
UUD/Perubahan UUD,  TAP MPR, UU/ Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presidan (Keppres), dan 
Peraturan Daerah (Perda). Dalam UUD 1945, jabatan Menteri itu sangat penting 
kedudukanya. Menterilah sesungguhnya yang menjadi pemipin pemerintahan 
sehari-hari dalam bidangnya masing-masing. Dengan tidak dicantumkannya 
bentuk peraturan yang ditetapkan oleh menteri dalam susunan peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat saja timbul penafsiran seakan-akan semua 
kebutuhan pengaturan kepentingan hukum antar negara ataupun antar 
warganegara dengan pemerintah harus dituangkan dalam bentuk keputusan 
Presiden. Hal ini bukan saja akan membebani Presiden, tetapi juga akan 
mendorong proses kekuasaan pemerintahan makin terkonsentrasi ditangan 
presiden yang justru sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi maupun 
upaya penataan kembali sistem hukum kita. Di pihak lain, kegiatan pengaturan 
norma-norma umum oleh pejabat Menteri yang selama ini ada juga yang perlu 
penertiban dan penataan. Ada kementerian yang biasa mengeluarkan produk 
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hukum yang dinamakan menteri, tetapi ada juga yang biasa menuangkannya 
dalam bentuk keputusan Menteri. Selain itu belum ada pembedaan yang jelas 
antara Keputusan Menteri yang bersifat Administratif ataupun yang bersifat 
penetapan biasa (beschikking) dengan putusan yang bersifat mengatur (regeling) 
kepentingan umum. Keduanya sering tercampur aduk bergantung kebiasaan 
dimasing-masing departemen. Juga tidak ada ketegasan peraturan, sehingga 
menteri Negara yang tidak memimpin departemen, juga berwewenang 
mengeluarkan peraturan (regeling)
5
. 
Salah satunya adalah kementerian Dalam Negeri mempunyai  tugas 
meyelenggarakan urusan pemerintahanan dalam negeri untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam penyelenggaran 
pemerintahan tersebut tidak terlepas dari asas Sentralisasi, asas Desentralisasi dan 
asas Dekonsentrasi, dan juga salah satu kewengan dari Menteri Dalam Negeri 
adalah pembatalan Peraturan daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota, namun kewenagan tersebut tidak berlangsung lama setelah 
dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-XIII/2015. 
Sebelumnya pembatalan 3.143 peraturan daerah oleh Kementerian Dalam 
Negeri dianggap tidak perlu melalui judicial review ke Mahkamah Agung. 
Pembatalan cukup dilakukan Menteri Dalam Negeri dan dengan dasar Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Tata cara pembatalan perda diatur dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua peraturan itu 
mengatur tentang pemerintahan daerah. Namun, dalam kedua peraturan itu ada 
perbedaan tentang tata cara pembatalan perda. 
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Pada Undang-Undang Nomor No 32 Tahun 2004, Kemendagri hanya bisa 
membatalkan Perda untuk empat peraturan, yaitu terkait dengan pajak daerah, 
restitusi daerah, APBD, dan RTRW. Namun dengan terbitnya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, produk hukum kabupaten/kota bisa dibatalkan Gubernur, 
dan produk hukum di Provinsi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri. Untuk 
kasus tertentu bila Gubernur tidak membatalkan perda Kabupaten/Kota yang 
dianggap bertentangan, Menteri Dalam Negeri bisa membatalkannya 
Selain hal diatas yang menjadi perhatian dalam sengketa kewenangan 
lembaga negara antara Mahkamah Agung dan Mendagri adalah adanya tarik ulur 
hal-hal positif dan negatif yang ada pada Mahkamah Agung dan Mendagri ketika 
memiliki wewenang untuk membatalkan Perda. Dilain sisi Mahkamah Agung 
tidak efektif dalam proses pemeriksaan Perda di akibatkan banyaknya kasus yang 
ada di Mahkamah Agung serta akan menyita waktu yang cukup panjang, namun 
dari sisi yang lain Mandagri merupakan eksekutif review atau lembaga pengawas. 
Maka hal tersebut juga merupakan ketidaksesuaian di karenakan Mendagri akan 
menjadi lembaga pengawas sekaligus sebagai lembaga pelaksana. Maka dari hal 
itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait lembaga negara 
yang paling sesuai dalam memikul kewenangan untuk membatalkan Perda 
Kabupaten/Kota. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan 
suatu pokok masalah yaitu bagaimana Pencabutan kewenangan Mendagri 
membatalkan Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 137/PUU/XIII/2015 telaah Ketatanegaraan Islam? Adapun dirumuskan 
sub masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana konsep kewenangan dalam Ketatanegaraan Islam? 
2. Bagaimana pandangan Ketatanegaraan Islam terhadap kewenangan 
Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota? 
C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional 
Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel 
yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapun variable yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
1. Pencabutan adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, 
membatalkan, mengundi)
6
 
2. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal 
berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan 
berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari 
kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri 
dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang 
tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.
7
 
3. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian 
(bersama kemeterian dalam negeri dan kementerian pertahanan) yang di 
sebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 
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4. Pembatalan adalah adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; 
pernyataan batal
8
 
5. PERDA adalah singkatan dari peraturan daerah yang merupakan peraturan 
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan 
DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. 
6. Ketatanegaraan Islam ialah suatu kekuasaan sentral yang mengatur 
kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan 
pemerintahan, atau sebaliknya dalam system Islam
9
 
D. Kajian pustaka  
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana telaah 
ketatanegaraan Islam tentang pencabutan kewenangan Mendagri dalam 
membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Agar pembahasan tersebut lebih fokus 
terhadap pokok kajian maka dalam penulisan skripsi ini, dilengkapi dengan 
beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Fiqh Siyasah, yang dikarang oleh Usman Jafar menjelaskan menerangkan 
terkait dengan Fiqh Siyasah yang ditinjau dari ajaran, sejarah dan 
pemikiran ketatanegaraan Islam secara menyeluruh. Berbeda dengan 
penelitian ini yang befokus kepada Kewenangan Mendagri membatalkan 
Perda dari telaah Ketatnegaraan Islam. 
2. A History of Political Theory, yang dikarang oleh George H. Sabini, 
menjelaskan bahwa ide negara hukum sesungguhnya telah lama 
dikembangakan oleh para filsuf dari zaman yunani kuno. Plato pada 
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awalnya dalam The Republic adalah memungkinkan mewujudkan negara 
ideal dengan mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu 
kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan atau ilmu 
pengetahuan. Perbedaan buku ini dengan penelitian ini adalah penelitian 
ini akan mengkaji lebih dalam terkait lembaga negara mana yang 
semestinya memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda. 
3. Mahkamah Konstitusi (dalam system ketatanegaraan Indonesia) yang 
dikarang oleh Soimin, dalam bukunya menjelaskan kewenangan yang 
diberikan UUD 1945 kepada Mahakamah Konstitusi termasuk 
kewenangan untuk mengadili pada wilayah sengketa kewenangan 
lembaga. Berbeda dengan penelitian ini yang menjelaskan dan meneliti 
secara khusus terkait kewengan mengadili sengketa kewenangan lembaga. 
4. Memahami Konstitusi (makna dan aktualisasi) yang dikarang oleh Bagir 
Manan, dalam bukunya menjelaskan bahwa konstitusi adalah kumpulan 
aturan yang mengatur suatu organisasi, dan konstitusi negara adalah 
kumpulan aturan mengenai organisasi negara, karena mengatur seluruh 
seluk beluk organisasi negara maka ada keanekaragaman aturan. Buku ini 
membahas terkait pemahaman konstitusi dari segala aspek peundang-
undangan, berbeda dengan penelitian ini yang akan mengerucutkan pada 
dua perundangan yakni UUD 1945 dan UU No.23 tahun 2014 
5. Mahkamah Konstitusi, Memahani Keberadaannya dalam Sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia yang ditulis oleh Ikhsan Rosyada 
Parlutuhan Daulay, dalam bukunya menjelaskan bahwa Mahkamah  
Konstitusi  adalah  salah  satu  lembaga  negara  yang dibentuk 
berdasarkan amanah Pasal 24C jo. Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 
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1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah 
satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam 
menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD RI 
1945. Buku ini menjelaskan tentang Mahkamah konsitisi sebagai lembaga 
yang menjaga keutuhan UUD 1945. Berbeda dengan penelitian ini yang 
menjelaskan Mahkamah Konsitusi dalam menjaga UUD 1945 akan tetapi 
tetap melihat dari efektivitas dari Mendagri. 
6. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi dalam buku Jimly 
Asshiddiqie menjelaskan kewenagan-kewenagan pilar-pilar demokrasi 
secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara 
mengerucut terkait proses penegakan demokrasi melalui pembuktian pada 
proses persidangan Mahkamah Konstitusi. 
7. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 
Ketatanegaraan yang ditulis Sri Soemantri dalam makalahnya, 
menjelaskan bahwa seperti yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) 
Undng-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua 
cabang atau dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi, kedua mahkamah tersebut mempunyai kedudukan sederajat, 
akan tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda. Secara umum buku ini 
menjelaskan secara umum tentang kewenangan Mahkamah konstitusi, 
berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara terperinci tentang 
kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan lembaga 
negara. 
 
10 
 
8. Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem 
Hukum Nasional Indonesia merupakan Jurnal yang ditulis oleh Nor Rohim 
menjelaskan terkait penerapa syariat Islam terhadap peraturan daerah yang 
ada di Indonesia, selain itu dalam jurnal ini menjelaskan peranan atau 
sumbangsi Hukum Islam dalam Perda. Jurnal ini menjelaskan tentang 
peranan hukum Islam bagi Perda dalam kehidupan masyarakat, berbeda 
dengan penelitian ini yang menjelaskan dan menggali terkait teori dalam 
Hukum Ketatanegaraan Islam terkait sengketa kewenangan lembaga. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang menekankan sumber 
informasinya aturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal dan literatur 
yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan melihat segala 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian 
b. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-
ketentuan yang terdapat dan telah diterapkan dalam Islam secara keseluruhan 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum sekunder yang 
berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, 
naskah sejarah, sumber bacaan media masa maupun sumber bacaan lainnya. 
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Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai 
berikut: 
a. Sumber data primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-
masalah yang akan diteliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
137/PUU-XIII/2015 
b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan 
penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya Al-Qur’an, Hadits, UUD 
1945, UU, jurnal, karya ilmiah dari para ilmuan hukum tata negara Islam dan 
lain sebagainya. 
c. Sumber data tersier merupakan dokumen data yang memberikan tentang 
hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah 
dalam lainnya. 
4. Teknik penelitian pustaka (Library Research) 
Dalam melakukan penelitian keperpustakaan (Library Research), peulis 
mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan 
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi. 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 
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2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif 
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang 
jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru 
menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan dieliminasi dan 
digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kembali dengan data yang berasal dari literatur bacaan 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan ini antara lain 
adalah : 
a. Untuk memahami konsep kewenangan dalam Ketatanegaraan Islam 
b. Untuk mengetahui pandangan Ketatanegaraan Islam terhadap kewenangan 
Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum 
Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih 
kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, 
terutama hukum Islam, mengenai pencabutan kewenangan Mendagri dalam 
membatalkan Perda kabupaten/Kota. 
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 
rekomendasi terkait kewenangan untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota 
sesuai dengan procedural baik dari ketatanegaraan RI dan Islam. 
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BAB II 
KONSEP KEWENANGAN DALAM HUKUM TATA NEGARA 
A. Pengertian Kewenagan 
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 
dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering 
disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 
dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 
diperintah” (the rule and the ruled)1. 
Kewenangan merupakan istilah yang berada dalam lapangan hukum 
publik, khususnya terletak pada ranah Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara. Istilah kewenangan atau wewenang pada umumnya 
dipergunakan dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan, sebagai lawan dari 
istilah “hak” dalam hukum privat atau subjectif right. Prajudi Admo Sudirdjo 
menyatakan, “bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua 
tindakan di dalam hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan 
dalam lapangan hukum privat disebut hak
2
 
Kewenangan (authority, gezag, yurisdiksi) adalah kekuasaan yang 
diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap 
suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan 
legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai 
suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HR Stout, “Sebagai 
                                                             
1
Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1998),  h. 35-36. 
2
 Prajudi Admo Sudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 
h. 76. 
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keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik”3 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak 
berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh 
Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”4, sedangkan kekuasaan yang 
berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional 
atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami 
sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan 
bahkan yang diperkuat oleh Negara
5
. 
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan
6
. Kekuasaan 
memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 
oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 
merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan, 
keadilan, kejujuran, kebijak bestarian, dan kebajikan
7
. 
Akan tetapi berbeda dengan pendapat dari Bagir Manan yang mengatakan 
“wewenang” dalam bahasa hukum tidak sama maknanya dengan kekuasaan 
(macht). “Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Dalam konteks hukum, wewenang sekaligus dimaknai sebagai hak dan 
kewajiban (rechten and plichten)”.8 
                                                             
3
HR Stout dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), h. 
101. 
4
Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, 
Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: 
Universitas Airlangga, 1990), h. 30 
5
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 
Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 52. 
6
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  
tanpa tahun, h. 1. 
7
Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam 
Indonesia, 1998), h. 37-38. 
8
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Hill Co, 1992), h. 
2 
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Wewenang pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang berkaitan 
dengan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan 
hukum publik yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian 
demikian juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2009 tentang Tata Naskah yang termuat dalam ketentuan Pasal 1, bahwa 
wewenang merupakan konsep hukum publik.
9
 Oleh karena itu wewenang selalu 
berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, dan kekuasaan merupakan konsep 
hukum publik. 
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara 
dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat 
berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. 
Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam 
Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk 
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau 
Negara
10
. 
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ 
sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten 
complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 
hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban
11
. Dengan 
demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 
sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 
dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 
                                                             
9
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah, Pasal 1 
10
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 35. 
11
 Rusadi Kantaprawira, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 39. 
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(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan 
jelas bersumber dari konstitusi. 
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan 
istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, 
jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 
“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 
“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 
privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya 
digunakan dalam konsep hukum publik
12
. 
Sifat dari kewenangan adalah top-down, dari penguasa ke rakyat. 
Wewenang timbul, karena dukungan dari rakyat tersebut memberikan semacam 
hak bagi penguasa untuk melakukan kebijakan berkaitan dengan tugasnya. 
Hubungan timbal-balik tersebut timbul karena adanya suatu kesepahaman antara 
yang memimpin dan dipimpin. 
Kekuasaan dalam arti kewenangan diartikan bahwa pemegang kekuasaan 
memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar 
masyarakatnya. Kewenangan ini tidak sama pada setiap pemegang kekuasaan. 
Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan 
dan wewenang
13
. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) 
dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang 
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 
oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” 
(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 
                                                             
12
Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, h. 20. 
13
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 
Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 
22. 
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wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup 
tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi 
wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 
dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
14
. 
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: 
Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van 
bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het 
bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 
pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik)
15
. 
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, 
penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang 
berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan 
formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu 
spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan 
kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu 
yang tersebut dalam kewenangan itu. 
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 
keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 
                                                             
14
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, 
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1994), h. 65. 
15
Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan 
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), h.4. 
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atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan 
yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus 
ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. 
Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian  wewenang, 
akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam 
pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk 
bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). 
Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui 
beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3(tiga) macam 
sumber kewenangan terdiri dari: 
1. Wewenang Atributif. 
Kewenangan Atribusi adalah wewenang asli karena diperoleh atau 
bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/ organ 
negara. Philipus M. Hadjon mengatakan “bahwa atribusi merupakan wewenang 
yang melekat pada suatu jabatan”. Bahwa “Atribusi merupakan cara normal untuk 
memperoleh wewenang pemerintahan”. 
2. Wewenang Delegatif. 
Kewenangan Delegasi, adalah pelimpahan suatu wewenang oleh badan 
pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan 
lainnya. Wewenang Delegatif ; menurut Indroharto : “pada delegasi terjadilah 
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan pemerintahan 
yang telah memperoleh suatu wewenang secara atributif kepada badan atau 
jabatan lainnya”. Menurut Philipus M Hadjon, “wewenang delegasi merupakan 
penyerahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ pemerintahan lain”. 
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3. Wewenang Mandat. 
Kewenangan Mandat adalah wewenang yang diperoleh dengan cara 
pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Penerima 
mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat 
bertindak untuk danatas nama sendiri.
16
 
Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. 
Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:
17
  
a. with atribution, power is granted to an administrative authority by an 
independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say 
that is not derived from a previously existing power. The legislative body 
creates independent and previously non existent powers and assigns them to 
an authority. 
b. Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 
administrative authority to another, so that the delegate (the body that the 
acquired the power) can exercise power in its own name. 
c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns 
power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name. 
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 
diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh 
suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak 
diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 
kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 
memberikan kepada organ yang berkompeten. 
                                                             
16
Jeremia Radix, Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda Dalam Kedudukannya 
Sebagai Lembaga Eksekutif, Jurnal Hukum Bisnis dan Aministrasi Negara, vol. 3 no. 2 (2017), h. 
5. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/mh/article/view/734. (Diakses 7 Juni 2017) 
17
J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars 
Aeguilibri, 1998),  h. 16-17 
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Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari 
suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator 
(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas 
namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan 
tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain 
(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 
namanya. 
Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada 
atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada 
delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan 
secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan 
hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut. 
Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
18
:  
a.   Delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi menggunakan 
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
b.   Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi 
hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam 
peraturan perundang-undangan; 
c.   Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak 
diperkenankan adanya delegasi; 
d.   Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 
untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 
e.   Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 
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 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, h. 5. 
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Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), 
sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 
demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber 
kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat 
diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, 
delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu 
kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan 
yuridis yang benar.
19
  
B. Sumber Kewenangan 
Sumber kewengan untuk memerintah diuraikan sebagai berikut
20
 
1. Hak memerintah berasal dari tradisi. Artinya, kepercayaan yang telah 
berakar dipelihara secara terus menerus oleh masyarakat, 
2.  Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Atas dasar itu, 
hak memerintah dianggap bersifat  sakral, 
3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik 
penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer  maupun 
karena kharisma, 
4. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan 
yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin 
pemerintahan, 
5. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti 
keahlian dan kekayaan 
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F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan 
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2006), h. 219 
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http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/KEKUASAAN,%20KEWENANGAN%20DAN
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Kelima sumber kewenangan itu disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan 
utama, yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan substansi , 
a. Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan 
peraturan perundang-undangannya yang bersifat tertulis maupun tak tertulis, 
Kewenangan yang bersifat substansi ialah hak memerintah berdasarkan faktor 
yang melekat pada diri pemimpin seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan 
instrumental, 
b. Struktur masyarakat yang kompleks ditandai oleh diferensiasi struktur dan 
spesialisasi peranan, dan hubungan impersonal yang sudah meluas sehingga 
masyarakat ini memerlukan pengaturan-pengaturan yang bersifat tertulis dan 
rasional,  
Sebaliknya masyarakat yang stukturnya masih sederhana cenderung 
menggunakan tipe kewenangan  substansial karena kehidupan lebih banyak 
berdasarkan pada tradisi, kepercayaan pada kekuatan supranatural, dan kesetiaan 
pada tokoh pemimpin. 
C. Peralihan Kewenangan 
Menurut Paul Conn, secara umum terdapat tiga cara peralihan 
kewenangan, yakni secara turun temurun, pemilihan dan paksaan. 
1. Secara turun temurun ialah jabatan dan kewenangan dialihkan pada 
keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu. 
2. Peralihan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung melalui 
badan perwakilan rakyat, Hal ini dipraktekan dalam sistem politik 
demokrasi. 
3. Peralihan kewenangan secara paksaan ialah jabatn dan kewenangan 
terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain tidak menurut 
prosedur yang telah disepakati, melainkan dengan menggunakan 
24 
 
kekerasan seperti revolusi dan kudeta, dan ancaman kekerasan (paksaan 
tak berdarah) 
D. Sikap Terhadap Kewenangan 
Pada umumnya sikap terhadap kewenangan dikelompokkan dalam sikap 
menerima, mempertanyakan (skeptis ), dan kombinasi keduanya. Pertama sikap 
masyarakat Amerika Serikat terhadap kewenangan prosedural merupakan 
perpaduan antara sikap legalistik dan skeptis atas hukum yang tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan zaman. Masyarakat yang semacam ini menganggap 
hukum  bukan hal yang sakral. 
Kedua, sikap masyarakat Inggris atas kewenangan prosedural tidak 
sekental sikap masyarakat Amerika karena Inggris tidak memiliki konstitusi.Hal 
ini tidak berarti seseorang yang memiliki kewenangan dapat dengan semaunya 
menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 
Sebaliknya di Indonesia, sikap itu masih beraneka ragam. Masyarakat 
suku Jawa cenderung menerima kewenangan pribadi, sedangkan masyarakat dari 
Minang dan Batak cenderung menerima kewenangan prosedural atau hukum adat. 
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BAB III 
PERATURAN DAERAH DAN KEWENANGAN MENDAGRI 
MEMBATALAN PERDA KABUPATEN/KOTA 
A. Peraturan Daerah (PERDA) 
1. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah 
Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian 
kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya 
sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-
undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan 
kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU 
No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala 
daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan 
UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD 
provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi 
bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 
daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan 
oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam 
Pasal 344 ditentukan: (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan 
wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama 
bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 
daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang 
diajukan oleh bupati/walikota.
1
 
                                                             
1
 A. Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan, Inovatif  Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2 no. 4 (April 2010), h. 21. https://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/371. (Diakses 6 Juli 2019). 
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DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala 
Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan 
peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan. 
terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah 
lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan 
pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti 
dilakukan adalah implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, emberikan 
pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan 
mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi 
kepada Kepala Daerah.Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan 
pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang 
untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. 
Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang 
fungsi DPRD di daerah dan Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.  
Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk 
melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya
2
. Oleh karema 
itu materi Perda secara umum memuat antara lain:  
a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang 
berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;  
b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl 
dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah 
dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri 
                                                             
2
 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), 
h. 136. 
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sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah 
Provinsi sebagai daerah otonom.
3
 
2. Syarat Pembentukan Peraturan Daerah 
Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota 
dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa 
Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah 
merupakan sutu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat 
terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan 
wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat 
dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak 
inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah 
(Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai 
keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun 
dan membentuk Ranperda atau Perda.
4
 
Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik 
termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk 
pembentukan Perda antara lain:  
a. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai 
pandangan hidup kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila.  
b. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar 
dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi 
lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.  
 
 
                                                             
3
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung: 
Mandar Maju, 1998), h. 23 
4
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, h. 23. 
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c. Syarat Yuridis terbagi dua:  
1) Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar 
peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan 
tertentu.  
2) Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai 
tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh 
mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap 
hukum.  
Selain itu, Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas 
sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan 
daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukanperaturan perundang-
undangan yang meliputi
5
: 
a. kejelasan tujuan 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
d. Dapat dilaksanakan 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
f. Kejelasan rumusan 
g. Keterbukaan 
 
B. Kementerian Dalam Negeri 
1. Pengertian 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah 
kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. 
                                                             
5
Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam 
Mendukung Otonomi Daerah, DIH  Jurnal Ilmu Hukum, vol. 10 no. 19 (Februari 2014), h. 26. 
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/281/278. (Diakses 6 Juli). 
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Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri)  
Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian 
(bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang 
disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak 
dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. 
Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri 
dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika 
Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. 
2. Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah 
sebagai berikut: 
1. Sekretariat Jenderal; 
2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; 
3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; 
4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; 
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; 
6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; 
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; 
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
9. Inspektorat Jenderal; 
10. Badan Penelitian dan Pengembangan; 
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
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12. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa; 
13. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 
14. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; 
15. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan 
16. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. 
3. Tugas dan Fungsi 
Berdasarkan (Perpres No.11 tahun 2015 Pasal 2 dan 3), Kementerian 
Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 
Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi
6
: 
1. Perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang politik dan 
pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi 
kewilayahan,  pembinaan pemerintahan  desa,  pembinaan urusan  
pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, 
serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Dalam Negeri; 
4. Pengawasan   atas   pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri; 
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian   Dalam   Negeri   di daerah; 
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 http://www.kemendagri.go.id/profil/tugas-dan-fungsi  
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6. Pengoordinasian,  pembinaan  dan  pengawasan  umum, fasilitasi, dan 
evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di  bidang pemerintahan dalam 
negeri; 
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan 
dalam negeri; 
9. Pelaksanaan   kegiatan   teknis   dari   pusat  sampai  ke daerah; dan 
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 
C. Dasar Hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri Membatalkan 
Peraturan Daerah 
Kebijakan reformasi berpuncak dengan diubahnya Pasal 1 ayat (3) UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 
menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Adanya unsur 
negara hukum membawa konsekuensi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban 
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Dalam rangka mewujudkan tata 
kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman dan tertib yang menjamin 
persamaan kedudukan warga masyarakat didalam hukum dan pemerintahan. 
Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk republik yang 
melandasi pelaksanaan pemerintahan didaerah pada azas desentralisasi. Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 adalah 
merupakan landasan kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan 
member kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Pasal 18 
ayat (6) , berbunyi : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “. 
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Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , 
sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya diubah dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 
Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna 
peralihan kewenangan secara delegasi (delegation of authority). Penyerahan 
wewenang adalah wujud nyata otonomi bagi pemerintah daerah, yang bertujuan 
untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah guna melaksanakan visi dan 
misipemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah.
7
 
Kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal adanya 
asas kebebasan bertindak (freies ermessen) bagi pemerintah daerah. Tujuan utama 
pemberian kebebasan bertindak kepada pemerintah daerah yaitu untuk 
memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah guna merealisasi visi dan misi 
pemerintahan daerah setempat. Salah satu aspek kebebasan bertindak bagi 
pemerintah daerah adalah kebebasan bertindak dalam bidang hukum yakni 
pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Di Indonesia norma / aturan tertulis terdapat 
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
Keberlakuan secara yuridis ini dapat dikaitkan dengan teori hierarkhi 
peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan “Stuffenbau Theories des 
Recht” yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen.“ Teori ini menekankan bahwa suatu 
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 Eka Nam Sihombing, Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, 
Jurnal Yudisial, vol. 10 no. 2 (Agustus 2017), h. 222. 
http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/147. (Diakses 7 Juni 2019). 
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norma hukum akan memiliki daya ikat dan berlaku bila didasarkan pada norma 
hukum yang lebih tinggi”.  
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , 
dalam Pasal 236 ayat (2) , adalah Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Keberadaan 
peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dengan otonomi daerah (otoda) atau local 
autonomy, sebab Perda sebagai perangkat dan salah satu produk hukum daerah 
merupakan suatu inherent dengan sistem otoda. Esensi otonomi daerah adalah 
kemandirian (zelpstandigheid)dan bukan suatu bentuk kebebasan satuan 
pemerintah yang merdeka (onafhandelijkheid).
8
 
Kemandirian mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan 
hukum berupa peraturan perundang-undangan yang diberi nama Perda. Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 136 ayat (1) , berbunyi : (1)Perda 
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. 
Sedangkan didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dalam Pasal 236 ayat (1) dan (2) , adalah sebagai berikut : (1)Untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan , daerah membentuk 
Perda. (2)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah , dimana produk hukum daerah adalah , sebagai 
berikut :  
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a. Peraturan Daerah (Perda) yang diatur dalam Pasal 236 
b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang diatur dalam Pasal 2469 
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 pasca perubahan dimana 
dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan umum 
dinyatakan Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat),tidak berdasar atas 
kekuasaan (machtsstaat).Istilah Negara hukum juga diidentikkan dengan Negara 
berdasarkan atas hukum, istilah ini banyak dianut Negara-negara didunia sejak 
berabad-abad yang lalu. Teori ini lahir untuk mengakhiri kekuasaan Negara yang 
absolute, karena kekuasaan di satu tangan. 
Rule of Law sebagai konsep lanjutan rechtsstaat,perbedaan Rule of 
Lawdan Rechtsstaatdi Eropah Continental, pada system Rule of Law tidak ada 
peradilan administrasi, sedangkan pada rechtsstaatada peradilan administrasi yang 
berdiri sendiri. Sedangkan persamaannya, keduanya mengakui kedaulatan hukum 
atau supremasi hukum yang bertujuan sama yaitu melindungi hak asasi warga 
Negara dan tindakan semena-mena pemerintah.
10
 
Berdasarkan prinsip Negara hukum, bahwa hukum merupakan kekuasaan 
tertinggi dalam Negara, maka norma hukum positif yang dituangkan di dalam 
peraturan perundang-undangan, sedang prinsip demokrasi mengutamakan peran 
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua unsur ini yaitu 
supremasi hukum dan demokrasi menjadi unsur Negara hukum demokratis, 
sehingga selain mengedepankan norma atau kaidah hukum sebagai dasar setiap 
tindakan, di dalam Negara juga harus mengedepankan peran serta masyarakat. 
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 Eka Nam Sihombing, Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, 
Jurnal Yudisial, vol. 10 no. 2 (Agustus 2017), h. 222. 
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 Jeremia Radix, Kewenangan Mendagri Membatalkan Perda Dalam Kedudukannya 
Sebagai Lembaga Eksekutif, Jurnal Hukum Bisnis dan Aministrasi Negara, vol. 3 no. 2 (2017), h. 
5. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/mh/article/view/734. (Diakses 7 Juni 2017) 
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Menurut A.V.Dicey,  rule of law meliputi 3 (tiga) unsur, yakni: 
a. Supremasi hukum; dalam arti yang punya kekuasaan tertinggi dalam Negara 
terletak pada hukum (supremacy of law)/ kedaulatan hukum. 
b. Persamaan di muka hukum bagi setiap orang (equality before the law). 
c. Hak asasi tidak bersumber pada konstitusi namun jika hak asasi harus 
dimasukkan dalam konstitusi, untuk penegasanhak asasi itu dilindungi oleh 
Negara.
11
 
Aristoteles berpendapat Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas 
hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Sedangkan keadilan 
dibedakan atas keadilan distributif dan keadilan komulatif. “Menurutnya hukum 
yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat dan yang 
memerintah dalam Negara adalah pikiran yang adil sementara penguasa hanya 
pemegang hukum dan keseimbangan saja.” 12 
Menurut Emmanuel Kant yang menyatakan ciri-ciri Negara Hukum 
adalah: 
a. Ada perlindungan terhadap HAM. 
b. Pemisahan kekuasaan atas legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
c. Negara tidak boleh campur tangan dalam kemakmuran rakyat.13 
Kemudian menurut F. Julius Stahl yang menyatakan ciri-ciri Negara 
hukum adalah: 
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Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara, Suatu kajian Kritis tentang Kelembagaan 
Negara, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), h. 37. 
12
 Aristoteles dalam CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 139. 
13
 Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara, Suatu kajian Kritis tentang Kelembagaan 
Negara, h. 36. 
36 
 
a. Perlindungan terhadap hak asasi warga masyarakat. 
b. Pemisahan kekuasaan sesuai ajaran Trias Politica 
c. Pemerintahan berdasarkan atas hukum. 
d. Adanya peradilan administrasi Negara yang mandiri. 
Dari ulasan atau pembahasan diatas yang menyatakan negara ini adalah 
negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan 
melihat dari Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang telah mengamanatkan kepada 
Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah 
Undang-Undang. Selain landasan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 
2009 yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji 
Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang termasuk Peraturan 
Daerah. Selain hal tersebut dalam Ketatanegaraan di Indonesia telah menerapkan 
persamaan antara Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Dan menguji peraturan 
Peraturan Perundang Undangan merupakan kewenangan dari Lembaga Yudikatif 
dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dalam uji maeril Peraturan Daerah. 
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BAB IV 
KEWENANGAN MENDAGRI MEMBATALKAN PERDA 
BERDASARKAN KETATANEGARAAN ISLAM 
A. Konsep Kekuasaan/Kewenagan dalam Ketatanegaraan Islam 
Dalam konsep kewenangan atau kekuasaan dalam Ketatanegaraan Islam, 
dalam pembagiannya Kewenangan dalam ketatanegaraan Islam yakni: 
1. Kewenangan Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam 
Dalam Islam Legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan 
terminology fiqih disebut sebagai “lembaga penengah dan pemberi fatwa” (Ahl 
Al-Hallli Wal Al-Aqdi). Studi tentang Ahl Al-Hallli Wal Al-Aqdi ini merupakan 
dasar dari apa digambarkan oleh ulam fiqh sebagai suatu ini merupakan suatu 
institusi khusus, yang mereka namakan Ahl Al-Hallli Wal Al-Aqdi. Yaitu 
pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan 
membaiat imam.
1
 
Kewenangan legislatif dalam sistem Islam merupakan bagian terpenting 
dalam wewenang umum di negara. Sebab dialah yang melakukan penetapan 
Perundang-Undangan dan berbagai hukum yang mengatur urusan negara. Adapun 
wewenang legisatif dalam Islam maka pendapat yang kuat dalam fiqih Islam 
terdapat dua arah pandangan dalam penentuannya. Pertama, mengikat penentuan 
kewenangan ini dengan makna yang dimaksud oleh syariat. Kedua, mengikatnya 
dengan makna kepemimpinan. 
Dalam pandangan Pertama, yang dimaksud dengan syariat adalah salah 
satu dari dua makna. Pertama, mewujudkan hukum baru. Kedua, menjelaskan 
hukum yang dituntut oleh hukum yang telah ada. Adapun penetapan hukum sesuai 
dengan makna pertama dalam perspektif Islam adalah hanya hak Allah swt, sebab 
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Usman Jafar, Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran 
Ketatanegaraan Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 89. 
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Allah lah yang menentukan hukum baru dengan apa yang diturunkan-Nya dalam 
Al-Qur‟an, apa yang ditetapkan Rasul-Nya, dan apa yang dibangun berdasarkan 
dalil. Dengan makna ini, maka tiada yang berhak menetukan hukum melainkan 
Allah swt. Sedangkan dalam makna yang kedua, yaitu menjelaskan hukum yang 
menjadi tuntutan syariat yang telah ada, maka hal ini adalah yang ditangi setelah 
Rasulullah saw oleh para khalifah dari ulama sahabat kemuadian para pengganti 
mereka dari fuqaha tabi’in dan tabi’it-tabi’in dari imam mujtahid. Mereka itu 
pada dasarnya tidak menentukan hukum baru, namun menyimpulkan hukum dari 
nash-nash dan dari apa yang telah ditetapkan oleh penentu syariat (Allah dan 
Rasulullah) tentang dalil, serta apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah umum. 
Sedangkan dalam pandangan kelompok kedua, maka penentuan kekuasaan 
hukum di negara Islam berkaitan dengan sistem kepemimpinan di dalamnya. 
Sebab Allah adalah penentu hukum tertinggi di negara Islam. Dan bahwa apa 
yang disampaikan Allah dalam Al-Qur‟an dan apa yang dijelaskan oleh Sunnah 
tentang berbagai prinsip, kaidah dan hukum adalah mencerminkan substansi 
syari'at Islam yang harus dihormati dan diterapkan di negara Islam. Tidak seorang 
pun yang memiliki kekuasaan untuk merubah atau mengganti sesuatu pun 
darinya.
2
 
Jadi prinsip badan legislatif dalam negara Islam sama sekali tidak berhak 
membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan 
Allah dan Rasul-Nya. Lembaga legislatif dalam negara Islam memiliki sejumlah 
fungsi yang harus dilakukan, yaitu: 
a. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya, 
meskipun badan legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka 
hanya legislatiflah yang kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan 
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Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat Dalam Islam  (Cet.I; Jakarta: 
Khalifah, 2004), h. 47. 
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bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan dan 
rincian-rinciannya, serta menciptakan peraturan-peraturan dan Undang-
Undang untuk mengundangkannya. 
b. Jika pedoman-pedoman dalam nash mempunyai kemungkinan interpensi 
lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana 
yang harus ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Dasar. 
c. Jika tidak ada isyarat yang dijelaskan dalam nash, fungsi lembaga legislatif 
ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah 
yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika 
sudah ada hukum-hukun dalam bidang yang sama yang telah tercantum 
dalam kitab-kitab fiqih, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di 
antaranya. 
d. Jika dalam masalah apapun nash tidak memberikan pedoman yang sifatnya 
dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi Al-Khulafa 
Al-Rasyidun, maka dalam kasus seperti ini lembaga legislatif dapat 
merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan 
syari'ah.
3
 
2. Kewenangan Eksekutif dalam Ketatanegaraan Islam  
Yang dimaksud kekuasaan eksekutif di negara kontemporer adalah 
lembaga yang memerintah dan melaksanakan perundang-undangan, menjalankan 
pemerintahan dan kemaslahatan umum. Lembaga ini terdiri dari semua yang 
bertanggung jawab di pemerintahan, seperti kepala negara, para menteri, dan para 
pegawai. Pembentukan lembaga eksekutif dalam Islam tidak berbeda dengan 
sistem kontemporer. Sebab lembaga ini terdiri dari para pejabat dan pegawai 
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Asep Hikmat, Hukum dan Konstitusi: Sistem Pilitik Islam (Bandung: Mizan, 1993), h. 
246. 
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pemerintah, seperti kepala negara, menteri, amir, muhtasib (pengawas), dan 
kepolisian. 
Dalam negara Islam, tujuan sebenarnya lembaga eksekutif adalah untuk 
menegakkan pedoman-pedoman Allah SWT yang disampaikan melalui al-Qur'an 
dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut 
pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
Karakteristik lembaga eksekutif suatu negara muslim inilah yang membedakannya 
dari lembaga eksekutif negara non muslim. Kata ulul-amri dan umara' digunakan 
masing-masing di dalam al-Qur'an dan Hadis untuk menyatakan lembaga 
eksekutif.
4
 Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:59 
 
                         
                          
         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.
5
 
a. Pertama, Khilafah/Imamah 
Negara Islam memiliki pemimpin tertinggi yang dinilai simbol 
kekuasaan umum di dalamnya dan alat tertinggi negara untuk mengungkapkan 
keinginan dan kesatuannya. Pemimpin tertinggi ini disebut Khilifah atau Imamah.  
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Asep Hikmat, Hukum dan Konstitusi: Sistem Pilitik Islam  (Bandung: Mizan, 1993), h. 
52. 
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor, PT. Pantja Cemerlang, 
2014), h. 87. 
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Secara literal istilah Khilafah berasal dari kata khalafa, yang berarti 
pengganti atau penerus seseorang. Khilafah adalah istilah yang muncul dalam 
sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi pilitik Islam. Dan secara historis 
institusi khilafah ini muncul sejak terpilihnya Abu Bakar, Usman, dan Ali dalam 
kedudukan yang sama sebagai khalifat pengganti Nabi dalam melanjutkan 
kekuasaan politik.
6
 Jadi Khilafah mengandung pengertian pengganti Nabi 
Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi 
dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam, baik untuk urusan agama 
maupun urusan dunia.
7
 
Bentuk kepala negara ini khusus dalam Islam dan tidak pada selainnya 
sebelum itu. Sebab bentuk ini merupakan kekuasaan yang komprehensif dan 
berbeda dengan kekuasaan kepala negara kontemporer. Sebab dia mencakup 
kekuasaan agama dan kekuasaan negara. Sedangkan kekuasaan kepala negara 
pada masa sekarang hanya dalam politik (masalah dunia) saja.
8
 
Keberadaan khalifah  merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan 
ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat 
nanti. Oleh karena pengangkatan pemimpin atau kepala negara merupakan 
keharusan atau kewajiban agama (Syar'i) yang tidak mungkin dan tidak boleh 
diabaikan.
9
 
Pemimpin dalam Islam bukan hanya sebatas pemimpin negara, tapi juga 
pemimpin pemerintahan di dalamnya. la adalah yang melaksanakan kekuasaan 
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Usman Jafar, Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran 
Ketatanegaraan Islam, h. 71. 
7
Usman Jafar, Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran 
Ketatanegaraan Islam, h. 77. 
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Asep Hikmat, Hukum dan Konstitusi: Sistem Pilitik Islam, h. 246. 
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Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemeikiran (Jakarta: 
UI Press, 1993), h. 76. 
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eksekutif tertinggi dan mencerminkan rakyat dalarn kepemimpinan politiknya, 
kekuasaannya bersumber dari rakyat dan dari syari'at lslam.
10
 
Dalam Islam menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon 
kepala negara. Sebagian ulama berpendapat syarat-syarat yang harus dipenuhi 
kepala negara sebanyak tujuh syarat, yaitu adil, berilmu, kesehatan indera, 
keselamatan anggota badan dari cacat, mempunyai pendapat yang menyampaikan 
kepada pengaturan rakyat dan mengatur kemaslahatan, mempunyai keberanian, 
dan harus dari keturunan Quraisy.
11
 
b. Kedua, Menteri 
Kata wazir (menteri) secara etimologi adalah dari akar kata wizr, artinya : 
beban. Sebab menteri mengemban beban pemerintahan. Penguasa akan memiliki 
sebutan yang tinggi dan kemampuan yang hebat dengan adanya wazir (menteri) 
yang salih, adil dan mampu. Tidak mungkin seorang penguasa mengatur 
waktunya dan mengelola kekuasaannya tanpa seorang wazir.
12
 Penguasa harus 
memperlakukan wazir dengan tiga hal :  
1) Jika wazir melakukan kekeliruan atau kesalahan, hendaklah tidak 
tergesa-gesa memberikan sanksi.  
2) Jika membutuhkan pengabdian dan kesempurnaan perlindungannya, 
janganlah menginginkan harta dan kekayaannya.  
3) Jika ia memiliki kebutuhan, janganlah lalai dalam memenuhi 
kebutuhannya itu.  
Dan penguasa juga tidak boleh menghalangi wazir dari tiga hal yaitu :  
1) Ketika penguasa ingin melihatnya jangan menghalangi dia daii 
rakyatnya. 
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2) Jangan mendengarkan perkataan yang menghasut wazir. 
3) Jangan merahasiakan sesuatu darinya, karena wazir adalah penjaga 
rahasia penguasa, pengatur urusan pemerintahan, penguat wibawa dan 
kehebatan penguasa.
13
 
Wazir dalam Islam terdiri dari dua bentuk, yaitu :  
1) Wazir Tafwidh yaitu kemutlakan dalam urusan negara setelah khalifah 
menyerahkan kepadanya sesuatu. Kekuasaaan wazir tafwidh ini sampai 
ia boleh menetapkan hukum sendiri, mengangkat pejabat negara 
sebagaimana halnya khalifah, karena syarat-syarat pemerintahan ada 
padanya. Sebagaimana ia juga dapat menentukan sendiri tentang perang 
dan menyerahkan urusannya kepada orang yang diangkatnya.  
2) Wazir Tanfidz yang tugasnya hanya terbatas pada pelaksanaan perintah 
khalifah, dan tidak dapat bertindak sendiri secara pribadi sebagai menteri. 
Sebab ia hanya sebatas penyambung lidah antara khalifah dan rakyat, dan 
melaksanakan apa yang diperintahkan khalifah kepadanya untuk 
penentuan para amir, persiapan pasukan, dan menyampaikan laporan 
kepadanya tentang kejadian dan hal-hal yang penting.
14
 
c. Ketiga, Para Amir di Daerah 
Secara literal kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi 
amir. Amir bermakna ”pemimpin”. Dalam kata berbahasa Inggris diartikan 
dengan “orang yang memerintah komandan, kepala dan raja. Berdasarkan term-
term yang dikemukakan itu, amir diartikan dengan “seorang penguasa yang 
melaksakan urusan.
15
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Terdapat beberapa makna untuk kata amir. Pada hari ini, ia dimutlakkan 
kepada para putra raja, tokoh suatu kabilah, dan kepala-kepala daerah kecil yang 
tersendiri dalam pemerintahannya, sehingga mereka tidak disebut raja, namun 
cukup dengan gelar amir. Sebagaimana kata amir juga dimutlakkan kepada orang-
orang yang sukses dalam segala hal, seperti Amir Asy-syu'ara (para penyair) dan 
Amr al-bulagha (para sastrawan). Sedangkan pada masa lalu, ulama politik Islam 
menggunakan kata amir dalam dua tempat. Pertama, amir al-jaisy, yaitu 
komandan pasukan. Kedua, amir al-bilad (kepala daerah) yang dalam istilah 
sekarang setara dengan Gubernur, Bupati atau Walikota. 
16
 
d. Keempat, Muhtasib (Pengawas)  
Hisbah adalah nama jabatan di negara Islam, di mana pejabatnya 
merupakan "pengawas" terhadap para pedagang dan para profesional untuk 
mencegah mereka dari kecurangan dalam pekerjaan dan produksi mereka dengan 
menggunakan takaran dan timbangan yang benar. Seringkali ia menentukan 
kepada mereka tentang harga barang mereka. Dalam menjelaskan etika pengawas 
ini al-Ghazali mengatakan "semua etika pengawas bersumber pada tiga sifat 
dalam diri pengawas, yaitu: ilmu, wara', dan akhlak yang bagus".
17
 
e. Kelima, Kepolisian  
Tentang etika kepolisian dan tugasnya sebagian ulama mengatakan, 
"Adapun tugas kepolisian seyogyanya orang yang arif, berwibawa, selalu diam, 
banyak berpikir, dan jauh dari agresifitas. Harus keras terhadap ahli keraguan 
dalam tindakan rekayasa, sanggup, tanggap, bersih, mengetahui tingkatan 
hukuman dan tidak tergesa-gesa".
18
 
                                                             
16
Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat Dalam Islam, h. 67. 
17
Imam Al-Ghazali, Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazali, terj. Arief B. 
Iskandar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), h. 153. 
18
Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan, dan Adat Dalam Islam, h. 73. 
45 
 
3. Kewenangan Yudikatif dalam Ketatanegaraan Islam  
Tugas lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang 
dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan hukum 
perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka 
bumi dan menetapkan kebenaran di antara orang-orang yang meminta peradilan. 
Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara 
perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari 
orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, melindungi 
masyarakat dan mengawasi harta wakaf dan lain-lain persoalan yang disampaikan 
kepada pengadilan.
19
 
Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat 
Allah SWT. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang 
menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi apabila 
kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk al-Qur'an dan tradisi Nabi 
Muhammad SAW. Sebaliknya, jika kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang 
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan tradisi 
Nabi, maka akan hilanglah hakiki makna kekuasaan yaitu merupakan karunia atau 
nikmat Allah. Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan 
karunia melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan laknat 
Allah SWT. 
20
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B. Kewenangan Menteri dalam Negeri Dalam Negeri Membatalkan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketatanegaraan Islam 
Dalam tahap mengetahui kewenangan Menteri Dalam Negeri 
membatalkan peraturan daerah dalam Ketatanegaraan Islam, maka ada beberapa 
pondasi konsep yang harus menjadi landasan dalam menetapkan kewenangan 
Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah. 
1. Konsep Pemerintahan Yang Baik Dalam Ketatanegaraan Islam 
Good governance merupakan konsep yang akhir-akhir ini banyak 
dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep 
ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminology demokrasi, masyarakat 
sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyaraakat secara 
berkelanjutan. Konsep good governance, lebih dekat dipergunakan dalam 
reformasi sektor publik. Dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep ini 
dipandang sebagai suatu aspek dalam pardigma baru ilmu administrasi publik. 
Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan 
otonomi manajerial supaya dapat mengurangi campur tangan control yang 
diulakukan oleh pemerintah, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan 
pengelolaan manjerial yang bersih, bebas dari korupsi.
21
 Sebagaimana Firman 
Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:188 
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                           
              
Terjemahnya: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui.
22
 
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi 
cita-cita dan harapan setiap individu. Pencapaian cita-cita dan harapan tersebut 
masih perlu mendapatkan dukungan dari suatu sistem penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan suatu format yang disebut negara hukum (rechtsstaat). 
Untuk mendapatkan pemahaman tentang pemerintahan yang baik, maka perlu 
memberikan pengertian tentang good governance. 
Istilah good governance merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari 
“good” dan “governance”. Dalam kamus “good” berarti kebaikan atau kebajikan. 
Sedang governance berarti pemerintah, pemerintahan, dan ilmu pemerintahan. 
Istilah governance berasal dari induk bahasa Erofa Latin yaitu gubernare yang 
diserap dalam bahasa Inggris menjadi govern berarti steer (menyetir, 
mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Sifat dari kata 
govern mengandung arti sebagai tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. 
Berdasarkan  pengertian tentang good governance tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa good governance memiliki keterkaitan konsep antara konsep 
governance dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitan konsep 
tesebut belum menjadi bagian teoretik konsep negara hukum (rechstach), akan 
tetapi memiliki benang merah bahwa kedua konsep tersebut akan digunakan untuk 
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menemukan konsep-konsep baru tipologi negara hukum yang mendapatkan 
prinsip-prinsip good governance bukan saja dalam tatanam normative (undang-
undang), namun dapat direkontruksi suatu teori baru atau doktrin baru tentang 
negara hukum. Penemuan teori atau doktrin baru tipoligi negara hukum yang 
berbasis prinsip-prinsip good governance akan semakin dibutuhkan ketika 
membicarakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, 
konstruksi tipologi Negara hukum nantinya merupakan suatu pemikiran baru yang 
dapat mencerminkan realitas dan tuntutan baru untuk mereformasi 
penyelenggaraan pemerintahan yang praktiknya buruk di Indonesia. Namun 
demikian, dalam mewujudkan good governance keterlibatan tiga domain 
(pemerintah, swasta, masyarakat) menjadi skala prioritas.
23
 
Upaya untuk mewujudkan good governance membutuhkan komitmen 
yang kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik, sikapkonsisten, dan waktu 
yang tidak singkat karena diperlukan pembelajaran,pemahaman serta 
implementasi nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya secarautuh oleh seluruh 
komponen bangsa termasuk oleh aparatur pemerintah dan masyarakat luas. 
Disamping itu, perlu kesepakatan bersama sertasikap optimistic yang tinggi dari 
seluruh komponen bangsa bahwa goodgovernance dapat diwujudkan demi 
mencapai masa depan bangsa dannegara yang lebih baik, yakni transparansi, 
partisipasi, penegakan hokum, dan akuntabilitas. Berbagai pihak mengembangkan 
dan melakukanelaborasi lebih lanjut dalam berbagai prinsip turunan tata 
pemerintahanyang baik, serta melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok 
organisasi,seperti prinsip wawasan ke depan, supremasi hukum, demokrasi, 
profesionalisme, dan kompetensi, daya tanggap, keefisienan, dankeefektifan, 
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desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha danmasyarakat, komitmen pada 
lingkungan hidup, dan komitmen pada pasaryang fair.
24
 
Konsepsi good governance menghendaki agar dalam menghadapi 
kompleksitas masyarakat yang ada, penyelengggaraan pemerintahan perlu 
ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Dalam hal ini, pemerintah 
diarahkan untuk melakukan pengendalian (steering) dan kolaborasi mengingat 
dinamika masyarakat (pola intraksi saling mengendalikan diantara berbagai faktor 
yang terlibat atau yang berkepentingan dalam suatu bidang tertentu). Sedangkan 
kondisi keragaman masyarakat dapat diatasi dengan penyelenggaraan 
pemerintahan yang menekankan pada pengaturan (regulation) dan integrasi atau 
keterpaduan. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi good governance dapat 
direalisasikan sebagai intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, 
dengan mengarahkannya untuk menciptaka pola intraksi yang stabil agar dapat 
diprediksikan dalam suatu sistem sosial politik sesuai harapan dan tujuan 
pemerintahan.
25
 
Harus diakui bahwa keberadaan struktur kekuasaan, metode dan 
instrument pemerintahan tradisional konvensional dianggap gagal. Berbagai 
bentuk ruang lingkup kegiatan intaksi sosial politik (pembangunan) yang baru 
telah muncul di tengah-tengah masyarakat, namun format kelembagaan dan pola 
tindakan mediasi kepentingan yang berbeda, yang biasanya diperankan oleh 
pemerintahan, pada kenyataannya masih belu mampu dipraktekkan oleh sebagaian 
besar unsur pemerintahan, terutama di daerah. Padahala telah muncul berbagai isu 
baru yang sangat strategis dan menjadi pusat perhatian seluruh peaku yang terlibat 
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dalam intraksi sosial politik (pembanunan), baik di lingkungan pemerintahan 
maupun masyarakat.
26
  
Disamping itu, ada kondisi subyektif yang harus mampu dipraktekkan 
oleh setiap pelaku pembangunan yang terlibat dalam rangka pengembangan 
konsep good governance yakni saling sikap mempercayai dan saling memahami, 
kesiapan untuk memikul tanggungjawab bersama, dan mengakui derajat tertentu 
karena terlibat politik dank arena adanya dukungan sosial masyarakat. Kondisi 
subyektif yang diperlukan dalam rangka pengembangan konsep good governance 
supaya dapat membuahkan tugas baru bagi penyelenggara pemerintahan, maka 
langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 
a. Melakukan pemberdayaan intraksi sosial politik (pembangunan) terutama 
yang bernilai peran partisapatif. Hal ini berarti tanggungjawab untuk 
mengorganisasikan intraksi sosial politik untuk mengatur dirinya sendiri. 
b. Melakukan pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan 
bentuk, supaya permasalahan dan tanggungjawab dan tindakan kolektif 
ditanggung bersama.
27
 
Dalam aktualisasi konsep good governance, peranan pemerintah perlu 
dibekali dengan kemampuan dan kompetensi untuk menjembatani konflik 
diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam 
rangka sosial politik. Pemerintah harus mampu mendelegasikan tanggung jawab 
makro sudut pandang administrasi, politis, ilmiah, dan sosial mengenai 
pembangunan) terhadap berbagai unsur sosial. Dan pada saat bersamaan, berusaha 
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mendorong dan memberdayakannya untuk mengambil dan menerima 
tanggungjawab tersebut. 
United Nations Depelopment Program (UNDP) menyatakan bahwa 
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) perlu menerapkan 
prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu sembilan prinsip dasar, 
yaitu: 
a. Partisipasi (Participation) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik 
laki-laki mapun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses 
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga 
perwakilan seduai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah/9:71 
 
                        
                
                
 
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
28
 
Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban 
melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang 
kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma‟ruf 
                                                             
28
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 198. 
52 
 
dan mencegah yang munkar.
29
 Kata awliya’ dalam ayat ini menurut Quraish 
shihab mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian 
menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk 
memberi nasehat atau kritik kepada penguasa.
30
 Senada dengan al-Sya„rawi 
menafsirkan kata awliya‟ mengatakan bahwa dalam masyarakat mukmin harus 
tolong menolong dan saling memberi nasehat agar sempurna imannya.
31
 Dari 
beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna awliya dalam ayat 
ini adalah pemegang otoritas atau penguasa baik dari kaum laki-laki maupun 
perempuan. Keduanya harus bekerjasama, tolong menolong dan keduanya berhak 
menyuruh mengerjakan yang ma„ruf dan mencegah yang mungkar.32 
b. Aturan Hukum (Rule of Law) yaitu, kerangka peraturan hukum dan 
perundang-undangan harus berkeadilan, diteggakan dan dipatuhi secara utuh, 
terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. 
c. Transparansi (Transparancy) yaitu, transparansi harus dibangun dalam 
rangka kekebasan aliran informasi. 
d. Daya Tanggap (Resvonsiveness) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus 
diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan 
(stakeholders). 
e. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) yaitu, pemerintah yang baik 
akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang 
berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi 
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kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan dapat 
diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan 
pemerintah. 
f. Berkeadilan (Equity) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi kesempatan 
yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk 
meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 
g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectivennes and Efficiency) yaitu, setiap proses 
kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-
benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai 
sumber yang tersedia. 
h. Akuntabilitas (Accountability) yaitu, para pengambil keputusan dalam 
organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public (masyarakat umum), 
sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). 
i. Visi strategis (Strategic Vision) yaitu, para pemimpin dan masyarakat 
memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan 
dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan.
33
 
Berdasarkan konsep pemerintahan yang baik dalam Islam yang menjadi 
titik tekan adalah kordinasi yang berjalan dinamis antara pemerintah pusat dan 
daerah. Selain hal tersebut, dalam pemerintahan Islam, pun juga mengenal yang 
namanya hirarki dalam pelaksanakan kenegaraan. Dalam sistem pemerintahan 
Islam, segala aturan tidak bisa bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam 
Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka apabila dikaitkan dengan 
kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda maka hal tersebut bertentangan 
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dengan UUD 1945 yang berarti adanya pertentangan dalam hirarki perundang-
undangan. Akan tetapi dalam Islam ada Al- yang merupakan salah satu sumber 
Hukum Islam. Maka konsep Al- pun dapat digali secara mendalam agar dapat 
mengetahui apakah kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda termasuk 
dalam  Mursalah. 
2. Konsep Al-MaslahahMursalah 
Secara etimimologis,  dapat diartikan sebagai manfa’ah (manfaat) karena 
kata tersebut antonim (berlawanan) dengan mafsadah yang berarti kerusakan. 
Kata mursalah digunakan untuk setiap hal yang mengandung manfaat bagi 
manusia. Sedangkan kata mursalah berarti a-khulyu at-tam (kekosongan yang 
sempurna).
34
 Mursalah juga berarti muthlaqah (lepas), karena tidak terikat 
(ditetapkan) oleh suatu dalil.
35
 
Kata maslahah berasal dari bahasa Arab mashlahah yang etimologis 
berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Mashlahah 
merupakan bentuk mashdar dari fi‟il yakni shaluha. 
Dengan demikian, dari sisi ilmu saraf, kata , wazan (pola), dan maknanya 
sama dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (mashlahah dan manfa’ah) menjadi 
“mashlahat” dan “manfaat” dalam bahasa Indonesia. 
Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi  mursalah adalah 
segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari‟.36 
Al-Ghazali mengawali pembahasannya dalam kitab al-Mustasfa dengan 
menyebutkan macam-macam  dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil 
syara‟ mengatakan:37 
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Adapun  yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan 
kesimpulannya kembali kepada Qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau 
semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan 
makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena 
khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat 
bergantungnya (pembebanan hukum). Hukum haram yang ditetapkan syara‟ 
terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya  ini. Kemudian   yang 
dibatalkan oleh syara‟. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah 
seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan 
Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu 
disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba 
sahaya padahal ia kaya, ulama itu berkata: kalau raja itu saya suruh 
memerdekakan hamba sahaya mudah baginya dan ia dengan ringan akan 
memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka 
maslahatnya, wajib ia berpuasa berturut-turut agar ia jera. Ini adalah pendapat 
batal dan menyalahi nash al-kitab (al-Hadis) dengan maslahat. Membuka pintu 
ini akan merobohkan semua ketentuan-ketentuan hukum Islam nas-nashnya 
disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Dan yang ketiga  yang tidak dibenarkan 
dan tidak pula dibatalakan oleh syara‟. Yang ketiga inilah yang dikenal  mursalah. 
Dari uraian al-Ghazali diatas dapat disimpulkan bahwa  itu ada tiga,  
yang dibenarkan oleh nash tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahah 
mu’tabarah.  yang dibatalkan atau digugurakan oleh nas tertentu inilah yang 
dikenal dengan  mulgah.  yang seperti ini tidak dapat dijadikan pertimbangan 
dalam penetapan hukum Islam.  yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang 
membenarkan tau menolak,  inilah yang dikenal  mursalah.  
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Menurut Abdul Wahab Khallaf,  mursalah adalah yang dimutlakkan 
(mahsalah yang bersifat umum) yaitu  di mana syari, tidak mensyariatkan hukum 
untuk mewujudkan  itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas 
pengakuan atau pembatalannya.
38
  
Dalam penerapannya, tidak serta merta semua persolaan dapat diterapkan 
Mahlahah Mursalah. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam 
menerapkan konsep  mursalah. 
 Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya 
kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, 
tidak terikat. Dengan kata lain  mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan 
bebas, namun tetap terikat pada konsep syari‟ah yang mendasar. Karena syari‟ah 
sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum 
dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan 
(kerusakan). Sebagaimana Sabda Rasulullah saw 
 َىيَْحي ُنْب ُد َّمَحُم َاَنث َّدَح ٍِرباَج ْنَع ،ٌرَمْعَم َاَنَأبَْنأ :َلَاق ِقا َّز َّرلا ُدْبَع َاَنث َّدَح :َلَاق
 ِهَْيلَع ُاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ،ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،َةَمِرْكِع ْنَع ، ِِّيفْعُجْلا
 َراَرِض َلََو َرَرَض َلَ :َمَّلَسَو 
Artinya: 
Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita 
kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah 
SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan 
tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)39 
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Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya  mursalah 
dibagi atas tiga bagian yaitu: 
a. Al- al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) 
seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
b. Al- al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al- 
daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak 
mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan 
mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan 
kesempitan dan kesukaran baginya. 
c. Al- al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak 
terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, 
sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan 
hidupnya.
40
 
Adapun syarat  mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat 
banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: 
a. Menurut Asy-Syatibi 
 Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: 
1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 
ketentuan syari‟ yang secara ushul dan furu’nya tidak bertentangan 
dengan nash. 
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-
bidang sosial (mu‟amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap 
rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam 
mu‟amalah tidak diatur secara rinci dalam nash. 
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3) Hasil  merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, 
Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode  adalah sebagai langkah untuk 
menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama 
dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
41
 Sebagaimana firman 
Allah dalam QS. Al-Hajj/22: 78. 
 
                       
                        
                   
                    
      
 
Terjemahnya: 
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) 
agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu 
sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam 
(Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan 
supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu 
pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik 
pelindung dan sebaik- baik penolong.
42
 
b. Menurut Abdul Wahab Khallaf 
 Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam 
bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: 
1) Berupa  yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan  yang sifatnya dugaan, 
tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan 
mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. 
                                                             
41
Asy-Syatibi, Al-I’tishom (Beirut: Dar Al-Fikr,1991), h. 115. 
42
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 341. 
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2) Berupa  yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi 
untuk orang banyak. 
3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-
Qur‟an dan al-Hadis) serta ijma‟ ulama.43 
c. Menurut Al-Ghozali 
 Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: 
1)  Mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara‟ 
2)  Mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara‟ (al-Qur‟an 
dan al-Hadis). 
3)  Mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan 
yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
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d. Menurut Jumhurul Ulama 
Menurut Jumhurul Ulama bahwa  mursalah dapat sebagai sumber 
legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut: 
1)  tersebut haruslah “ yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan 
prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina 
hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa 
kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya 
sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan 
terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah 
berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari‟at yang 
benar. 
                                                             
43
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, h. 125. 
44
Al-Ghazali, Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 
Umar (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 274) 
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2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan 
kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok 
tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh 
orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak 
pula. 
3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang 
terdapat dalam al-Qur‟an dan al-Hadis baik secara zdahir atau batin. 
Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif 
dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan 
perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian 
tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian. 
Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa  mursalah dapat 
dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan 
sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan  
tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang 
sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan 
menolak kemudaratan. Dan  tersebut mengandung kemanfa‟atan secara umum 
dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-
tujuan yang dikandung dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.45 
Untuk menjaga kemurnian metode  mursalah sebagai landasan hukum 
Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus 
tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur‟an dan al-
Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus 
mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai 
                                                             
45
Muchsin Jamil, Kemaslahatandan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Walisongo 
Press, 2008), h. 24. 
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zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam 
pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara 
seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu 
sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu 
adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan  mursalah baik secara 
metodologi atau aplikasinya. 
Dalam melihat konsep dari  Mursalah, serta mempertimbangkan dari sisi 
syarat dalam menerapkan  Mursalah. Kemudian dikaitkan dengan kewenangan 
Mendagri membatalkan Perda maka dapat dikatakan hal tersebut dibenarkan 
dalam ketatanegaraan Islam apabila melihat dari sisi kemaslahatan dikarenakan 
kewenangan Mendagri tersebut sangat bermanfaat dikerenakan akan 
memperlancar Eksekutive riview yang selama ini selalu menumpuk apabila 
diberikan kepada Mahkamah Agung. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konsep kewenangan atau kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam pada 
prinsipnya juga membagi kewenangan menjadi 3 yaitu eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Serta mendapatkan kewenangan yang berbeda-
beda dalam menjalankan negara. Sehingga tidak ada perselisihan terkait 
dengan kewenangan untuk melaksanakan suatu tugas negara. Pertama 
lembaga Eksekutif. Negara Islam memiliki pemimpin tertinggi yang 
dinilai simbol kekuasaan umum di dalamnya dan alat tertinggi negara 
untuk mengungkapkan keinginan dan kesatuannya. Pemimpin tertinggi 
ini disebut Khalifah, Amirul Mukminin, atau Imam Akbar. Sebab ketiga 
istilah tersebut dalam satu makna, di mana ulama mendefinisikannya 
sebagai "kepemimpinan umum dalam agama dan dunia yang bertugas 
dalam memperhatikan kemaslahatan, mengatur urusan umat, menjaga 
agama, dan mengatur dunia". Bentuk kepala negara ini khusus dalam 
Islam dan tidak pada selainnya sebelum itu. Sebab bentuk ini merupakan 
kekuasaan yang komprehensif dan berbeda dengan kekuasaan kepala 
negara kontemporer. Sebab dia mencakup kekuasaan agama dan 
kekuasaan negara. Sedangkan kekuasaan kepala negara pada masa 
sekarang hanya dalam politik (masalah dunia) saja. Kedua lembaga 
Legislatif. Dalam Islam Legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan 
terminology fiqih disebut sebagai “lembaga penengah dan pemberi 
fatwa” (Ahl al-Hall wa al-‘aqd). Kewenangan legislative dalam sistem 
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Islam merupakan bagian terpenting dalam wewenang umum di negara. 
Sebab dialah yang melakukan penetapan perundang-undnagan dan 
berbagai hukum yang mengatur urusan negara. Adapun wewenang 
legisatif dalam Islam maka pendapat yang kuat dalam fiqih Islam 
terdapat dua arah pandangan dalam penentuannya. Pertama, mengikat 
penentuan kewenangan ini dengan makna yang dimaksud oleh syariat. 
Kedua, mengikatnya dengan makna kepemimpinan. Ketiga lembaga 
Yudikatif. Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau 
nikmat Allah SWT. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik 
bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat 
terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk al-
Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, jika kekuasaan 
itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan 
prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan tradisi Nabi, maka akan hilanglah 
hakiki makna kekuasaan yaitu merupakan karunia atau nikmat Allah. 
Dalam keadaan seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia 
melainkan kekuasaan yang semacam ini akan menjadi bencana dan 
laknat Allah SWT. 
2. Dalam hal kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda, hal 
tersebut sangat bertolak belakang dari sistem ketatanegaraan yang masih 
menerapkan hirarki dalam peundang-undangannya. Selain hal tersebut 
yang menjadi pertentangan apabila kewenangan membatalkan perda tetap 
pada Menteri Dalam Negeri, maka akan terjadi kesenjangan dikarenakan 
Menteri Dalam Negeri merupakan lembaga Eksekutif yang seharusnya 
sebagai lembaga pengawas dalam suatu sistem ketatanegaraan. Akan 
tetapi, apabila dilihat dari kacamata konsep Maslahah Mursalah dalam 
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Ketatnegaraan Islam, hal tersebut dibenarkan apabila melihat dari segi 
kemanfaatannya hal tersebut dikarenakan lembaga Yudikatif dalam hal 
ini Mahkamah Agung meiliki wewenang yang terlalu luas sehingga 
menimbulkan penumpukan perkara yang ada di dalam lembaga tersebut 
yang akhirnya berdampak pada penumpukan pengujian Peraturan daerah 
dalam lembaga Mahkamah Agung. Maka berangkat dari hal tersebutlah 
maka Menteri Dalam Negeri dapat mengemban amanah tersebut 
dikarenakan segi manfaat dan maslahahnya.  
 
B. Implikasi Penenlitian 
Setelah memperhatikan konsepsi dari kewenangan dalam Ketatanegaraan 
Islam, serta kewenangan Mendagri membatalakan Perda berdasarkan 
ketatanegaraan Islam, maka ada beberapa implikasi dari penelitian ini yang bagi 
penulis perlu untuk disampaikan, yaitu: 
1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih menjunjung dan menekankan 
Check and Balances antara tiga lembaga yakni eksekutif, legislative, dan 
yudikatif adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam tatanan 
bernegara. Dikarenakan apabila hal tersebut telah tercapai, maka tidak 
ada lagi sengketa kewenangan di tiga lembaga tersebut. 
2. Diharapkan kepada lembaga legislative dan eksekutif agar dalam proses 
menciptakan hukum, haruslah tetap berpegang pada konstitusi yang 
merupakan Perundang-undangan tertinggi. Sama halnya dalam 
ketatanegaraan Islam yang menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai 
pegangan dalam menciptakan hukum yang baru. 
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Fakulatas Syariah, UIN ALauddin Makassar.  
 Selain aktif dibeberapa organisasi intra dan ekstra kampus, peneliti juga 
aktif dalam kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional antara lain : 
Piala Abdul Kahar Muzakkir (AKM) ke-VII Universitas Islam Indonesia di 
Yogyakarta tahun 2017, Piala Hamdan Zoelva di Universitas Hasanuddin tahun 
2017, dan Piala Tjokorda Raka Dherana (TRD) ke-V Universitas Udayana di Bali 
tahun 2018. 
 Riwayat prestasi: Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum 
Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar periode 2017-
2018, Juara I Kompetisi Peradilan Semu tingkat Nasional Piala Hamdan Zoelva 
tahun 2017. 
